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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N 

Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

           Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang  memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di

Kabupaten Madiun,  dalam hal  ini  member  Kuasa

kepada  Yonathan  D.  Hartono,  SH  &  Ris

Samudra,SH,  Advokat  dari  Peradi,  beralamat  di

Jalan  Durian  40  Purwosari,  Keamatan  Wonoasri,

Kabupaten Madiun tanggal 06 Januari 2018, yang

terdaftar  di  Kepaniteraan  Nomor  021/AD/48/G/19

tanggal 08 Januari 2018 ; Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di

Kabupaten Madiun ; Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  Tergugat  serta  para  saksi  di

muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  06

Januari  2018 telah  mengajukan  gugatan  perceraian  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Madiun,  dengan  Nomor

0048/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.,  tanggal  08  Januari  2018,  dengan  dalil-dalil

sebagai berikut: 
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

pada hari Senin  07 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kec.Wngu,

Kab. Madiun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

428/12/XI/2011;
2. Bahwa setelah  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

orang tua Penggugat + 7 hari kemudian tinggal dengan orang tua Tergugat,

Hingga pada akhirnya keduanya Hidup dan tinggal serta menetap di Rumah

orang Tua Tergugat ;
3. Bahwa dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat Telah di

Karuniai  seorang  Anak  Laki-laki;Biyas  Dzeko  Hayfa  Nabila  Yang  lahir  di

Madiun pada Tanggal 10 Februari 2013,dan sekarang ikut dan di Asuh oleh

Penggugat;
4. Bahwa  pada  awalnya  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan dengan baik, rukun-rukun saja, Harmonis sebagaimana kehidupan

rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa awal munculnya permasalahan rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat adalah pada sekitar bulan juni tahun 2015 yang mana pada

saat  itu  tergugat  tidak  punya  pekerjaan  tetap  sehingga  penghasilan

sangatlah kurang dan pada saat itu Penggugat selalu memberikan saran

agar Tergugat  segera mencari  Pekerjaan karena semakin hari  kebutuhan

hidup semakin bertambah,apalagi saat itu sudah ada Anak yang mesti  di

perhatikan  dan  di  penuhi  kebutuhanya,namun  tak  jarang  Nasehat  dari

Penggugat pada Akhirnya Berujung Pertengkaran;
6. Bahwa  menginggat  kebutuhan  Hidup  yang  semakin  besar  dan

menginggat kebutuhan kembang Tumbuh anak serta menginggat pada saat

itu  Tergugat  Tidak  Punya  pekerjaan  maka  pada  tahun  2016  Penggugat

bekerja ;
7. Bahwa  setelah  penggugat  bekerja  guna  menopang  perekonomian

Keluarga ternyata tidak di  hargai  dan justru mendapat respon yang tidak

baik  dari  Tergugat,  tergugat  sering  marah-marah  dan  menginginkan

Penggugat berhenti bekerja,padahal pada saat itu Tergugat tidak juga mau

bekerja.Tergugat selalu Cemburu Buta pada Penggugat;
8. Bahwa  pada  tahun  2017  semakin  intens/sering  terjadi

pertengkaran/cekcok,  Tak  jarang  Tergugat  mendatangi  Tempat  Kerja

Penggugat dan Marah-marah dengan Kata-kata yang tidak pantas;
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9. Bahwa puncak Perselisihan terjadi sekitar Bulan September 2017 yang

mana telah  terjadi  percekokan hebat  antara penggugat  dan tergugat,dan

atas  hal  tersebut  pada akhirnya dengan keputusan bulat  pengugat  pada

akhirnya pulang ke rumah Orang tua penggugat sampai sekarang;
10.Bahwa  selama ini  penggugat  telah  berusaha  bersabar  dan  atas  apa

yang  terjadi  dalam  rumah  tangganya,namun  kesabaran  serta  jerih

payah,tanggung jawab dari penggugat demi kelangsungan Rumah tangga

tidak mendapatkan Respon yang baik dari Tergugat dan sebaliknya Harga

diri penggugat sebagai Istri dan ibu rumah Tangga telah di injak-injak oleh

Tergugat.karenanya penggugat dengan pertimbangan yang matang Memilih

untuk mengakhiri  Rumah tangga dengan jalan mengajukan gugatan cerai

pada Pengadilan Agama Kab Madiun;
11.Bahwa  ikatan  perkawinan  yang  sakinah,  mawadah,  warohmah,

sebagaimana tertuang di BAB I Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa”  tidak  lagi  dirasakan  oleh

Penggugat sehingga lebih baik putus karena perceraian ;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  diatas,  mohon  kepada  Yth.  Ketua

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Magetan  CQ  Yth.Majelis  Hakim  Pemeriksa

Perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan  secara  hukum  bahwa  perkawinan  Penggugat  dengan

Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in

Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan  seluruh  biaya  perkara  yang  timbul  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditentukan, Penggugat  yang

diwakili  kuasanya  Yonathan Didik Hartono, S.H & Ris Samudra, SH hadir di

persidangan, sedang Tergugat pernah hadir menghadap di  muka sidang pada

sidang  tahap  perdamaian,  dan  tidak  pernah  hadir  lagi  pada  sidang-sidang

berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  agar  tetap hidup rukun dalam rumah tangga,  namun upaya damai

tersebut tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat dan Tergugat telah  pula  menempuh  proses mediasi

(upaya  perdamaian  di  luar  sidang)  sesuai  ketentuan  Peraturan  Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan,  dengan bantuan mediator  Drs. Badrodin., namun sesuai laporan

mediator tertanggal  14 Februari 2018,  oleh mediator tersebut proses mediasi

dinyatakan telah tidak berhasil  mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat

Pernyataan  tertanggal  14  Februari  2018,  tentang  ketidakberhasilan  mediasi

dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa  selanjutnya  di  depan  sidang telah  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat tertanggal  06 Januari  2018  yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak  mengajukan

jawaban maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi

dipersidangan; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  di  depan  sidang

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.------------------------------------------------------------------------------------------Surat :

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat

Nomor : 428/12/XI/2011 Tanggal 07 Nopember 2011 dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,  kemudian diberitanda

(P);

B. Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga,  tempat  kediaman di  Kabupaten Madiun,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah Ibu kandung Penggugat;
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 Bahwa  saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami isteri, telah menikah secara sah kurang lebih 6 tahun yang lalu;

 Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan

ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

 Bahwa saksi tahu  Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun

dan ba'da dukhul, telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak

Junil  tahun  2015  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai

goyah,  di  mana  saksi  sering  menyaksikan  mereka  berselisih  dan

bertengkar, disebabkan masalah ekonomi Tergugat cemburu kepada

Penggugat, karena Penggugat bekerja di rumah makan dan Tergugat

jarang bekerja karena bekerja ikut bis;

 Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  dan  telah  putus

komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 8

bulan lamanya;

 Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat bersama keluarga

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak

berhasil;

 Bahwa  saat  ini  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan

pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

 Bahwa  saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami  isteri,  telah  menikah  secara  sah  dan  menikah  pada  07

Nopember 2011;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orangtua Penggugat;
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 Bahwa saksi tahu  Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun

serta ba'da  dukhul  dan  telah  dikaruniai  satu  orang  anak,  yang

bernama  Biyas  Dzeko  Hayfa  Nabila, akan  tetapi  sejak  Juni  2015

Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan  bertengkar,

disebabkan  tergugat  tidak  punya  pekerjaan  tetap  sehingga

penghasilan sangatlah kurang dan pada saat itu Penggugat selalu

memberikan saran agar Tergugat segera mencari Pekerjaan karena

semakin hari kebutuhan hidup semakin bertambah;

 Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat

pisah rumah  telah  putus  komunikasi  sejak  bulan  September  2017

sampai saat ini telah berlangsung selama tujuh bulan lamanya; 

 Bahwa  saksi  tahu  pihak  keluarga  Penggugat  telah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namu tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan  ibu kandung dan  tetangga Penggugat

tersebut  di  atas selain  sebagai  saksi  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam

perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan

Penggugat,  pada  pokoknya  pihak  keluarga  Penggugat  telah  berusaha

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil,  dan  saat  ini

pihaknya  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Penggugat   dan  Tergugat,

sedang  dari  pihak  Tergugat  tidak  menghadirkan  keluarga  dan  atau  orang

dekatnya karena Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya

sebagaimana tersebut  di  atas,  kemudian Penggugat  menyatakan tidak akan

mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara

lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada

kehendaknya  untuk  bercerai  dari  Tergugat,  selanjutnya  Penggugat  telah

memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal

ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di muka;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HlR. Jo. Pasal

82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun  tidak  berhasil,  demikian  pula  upaya  mediasi melalui

bantuan  mediator  Drs.  Badrodin, telah  dilaksanakan namun  sesuai

laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan

telah  tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara  a

quo  telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat

(2)   jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1)  Peraturan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  terklasifikasi  dalam  perkara  gugatan

perceraian,  dan  sesuai ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  dan  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama yang  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  bahwa  Pengadilan  Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan

sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut

diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara a

quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara,

Majelis  terlebih  dahulu  perlu  mempertimbangkan  keabsahan  surat  kuasa

khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran

kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal  06 Januari

2018, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan

identitas  serta  kedudukan  para  pihak,  menyebutkan  jenis  perkara  yang

dikuasakan  dan  menyebutkan  pula  kompetensi  relatif  pengadilan  di  mana

kuasa  tersebut  dipergunakan  mewakili  kepentingan  pemberi  kuasa,  dengan

memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan

oleh  pemberi  kuasa,  maka  telah  memenuhi  unsur  kekhususan  serta  telah
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memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal

118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994  dan oleh

karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Yonathan Didik Hartono, SH dan Ris

Samudra,  S.H,  yang  ditunjuk  sebagai  kuasa  Penggugat  dalam surat  kuasa

khusus  tersebut  di  atas  adalah  Advokat  dan  Penasehat  Hukum  dari

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah

tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 18 Juli 2017, maka telah memenuhi Pasal 4

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian

kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai  legal standing  serta dapat

diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi

kuasa dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa dalil  Penggugat  perihal  adanya  hubungan hukum

antara diri Penggugat  dengan Tergugat  berupa ikatan  perkawinan yang telah

dilangsungkan pada tanggal 07 November 2011 serta telah dicatatkan di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal

tersebut  tidak  ada  sangkalan  dari  Tergugat  karena  ketidakhadirannya  muka

sidang, namun dalam hal ini  ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat

disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang

sempurna dan mengikat  sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan

lainnya,  karena  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum

Islam,  bahwa  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil

tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti

tertulis kode  (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai

cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat  (1) dan ayat  (3) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan

telah  sesuai  dengan  aslinya,  serta  telah  ditandatangani  oleh  Pejabat  yang

berwenang,  sehingga  harus  dinyatakan  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868

BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan
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pembuktian  sempurna  dan  mengikat,  yang  isinya  mendukung  dalil  gugatan

Penggugat  perihal  dimaksud,  sehingga  telah  terbukti  kebenaran  adanya

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai  suami isteri  yang

sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek

hukum (legitima persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak

menyampaikan  jawaban  maupun  tanggapan  apapun  karena  Tergugat  tidak

hadir lagi di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan  paparan  gugatan Penggugat tersebut,

maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah  benarkah telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat

dan  Tergugat  yang  sifatnya  terus  menerus  dan  tidak  dapat  didamaikan

lagi(broken  marriage) disebabkan  Tergugat  tidak  punya  pekerjaan  tetap

sehingga penghasilan sangatlah kurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan

hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata 

khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka 

berdasarkan azas lex specialis derogat lex generali, ketidakhadiran Tergugat 

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang 

memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindend), 

melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan 

Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat

tetap dibebani wajib bukti;

 Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti

surat dengan kode (P) serta 2 (dua)  orang saksi sebagaimana terurai di muka,

bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya

dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  mengenai  bukti (P) telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa  petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon

agar  majelis  hakim  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  terhadap

Penggugat  didasarkan  atas  dalil  alasan  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara

ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, SAKSI I PENGGUGAT dan
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SAKSI  II  PENGGUGAT,  yang  menerangkan  dengan  segala  sebab

pengetahuannya  bahwa  sejak  Juni  2015 Penggugat  dan  Penggugat  sering

berselisih  dan  bertengkar  disebabkan  ekonomi  yaitu  tergugat  tidak  punya

pekerjaan  tetap  sehingga  penghasilan  Tergugat  tidak  mencukupi  kebutuhan

hidup  berumah  tangga,  keadaan  mana  semakin  dipertajam  dengan  pisah

rumah serta putus komunikasi telah berlangsung selama lebih 8 bulan lamanya,

kesaksian  mana  telah  saling  bersesuaian  antara  saksi  satu  dengan  saksi

lainnya  serta  telah  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  posita-posita  yang  selebihnya  tidak  urgen  untuk

ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang,  bahwa  dari  hasil  pembuktian  tersebut  di  muka  telah

ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

 bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami

isteri  yang  menikah  secara  sah  pada   tanggal  07  November  2011  dan

sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;

 bahwa  sejak  Juni  2015 Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

 bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena

ekonomi yaitu tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga penghasilan

sangatlah  kurang  dan  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidup  berumah

tangga;

 bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi  pisah

rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai  saat  ini telah berlangsung

selama lebih 8 bulan lamanya;

 bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  telah  berupaya  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah

tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta kejadian  sebagaimana

tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata

benar  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah tangga  antara
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Penggugat dan Tergugat,  disebabkan kurangnya ekonomi serta Tergugat tidak

mau  bekerja  dan  berakibat terjadinya pisah  rumah  antara  Penggugat  dan

Tergugat  selama  lebih  8  bulan  lamanya  disertai  putusnya  komunikasi,

perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai tindak Kekerasan Dalam  Rumah

Tangga (KDRT) berupa penelantaran terhadap Penggugat dan anaknya, yang

telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf d jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang

berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya

terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta

putusnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi

utama  rumah  tangga,  maka  pada  hakikatnya  rumah  tangga  tersebut  telah

terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup

rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga

a quo;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat,  Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya

yang  sangat  mendalam  kepada  Tergugat  serta  kebulatan  tekadnya  untuk

bercerai  dengan  Tergugat,  sehinggga  telah  menjadi  fakta  tersendiri  yang

semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

hujjah syar’iyyah  di  dalam kitab  Ghayatul  Muram Lis  Syaikhil  Majdi sebagai

pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

شتداذاو رغبة الزوجة  لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

 عدم
Artinya :”Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya,

maka hakim  (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya”.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka

perceraian  dipandang  lebih  membawa  mashlahat  bagi  kedua  belah  pihak,

Penggugat dan Tergugat, sebagai  way out untuk melepaskan Penggugat dan

Tergugat  dari  belenggu  penderitaan  yang  berkepanjangan  serta  guna
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menghindari  kemungkinan  terjadinya  madharat yang  lebih  besar  atas  diri

Penggugat  dan  Tergugat,  dengan  mengambil  alih  kaidah  ushuliyah  sebagai

pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدمعلىجلبالمصالح
Artinya  :  “Menolak  (menangkis)  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada

mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”. 

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan ibu kandung serta tetangga

Penggugat dalam  perkara  ini selain  sebagai  saksi  untuk  kepentingan

pembuktian,  sekaligus  juga  sebagai  keluarga  dan/atau  orang  yang  dekat

dengan  Penggugat,   pada  pokoknya  telah  berupaya  untuk  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil  dan  saat  ini  pihaknya  tidak

sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  telah terpenuhi adanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipertimbangkan

tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan

perceraian  sebagaimana dimaksud Pasal  39 ayat  (1)  dan ayat  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  terurai  di

dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf  f   jo. Pasal 19 huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  dan Pasal 116 huruf  f  Kompilasi Hukum

Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti

menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  ternyata  Penggugat  dan

Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah

terjadi  perceraian,  maka petitum angka 2 (dua) Penggugat   yang memohon

agar  majelis  hakim  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  terhadap

Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai  Ketentuan Pasal  84 ayat  (1), ayat (2) dan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan

ini  harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah  yang

wilayahnya meliputi  tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada
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Pegawai  Pencatat  Nikah  di  tempat  dimana  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  lingkup

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan memperhatikan segala pasal  dari  undang-undang dan

peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT  ASLI)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

3. Membebankan   kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari  Rabu tanggal 11 April

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah. oleh kami Drs.

H. Sumarwan, M.H.  sebagai Ketua Majelis,  dengan  Dr. Sugeng, M.Hum. dan

Drs. H. Munirul Ihwan, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

mana pada hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim-hakim  Anggota  dan

dibantu  Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat.

Ketua  Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,
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Dr. Sugeng, M.Hum. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera Pengganti

 Rini Wulandari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.
Biaya 

Pendaftaran
: Rp 30.000,-

1

.
Biaya Proses : Rp 50.000,-

2

.
Biaya Panggilan : Rp 950.000,-

3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

4. Biaya Materai : Rp     6.000,-

Jumlah  : Rp 1.041.000,-
(satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
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